PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen Telep.(0287) 381144, 3811410, 381205

PENGUMUMAN
Nomor: 810 / 4119 Tahun 2023
TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023

I. DASAR:

II.

8
2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional,
Keputusan Menpan RB Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional
Tahun Anggaran 2023;

Keputusan Menpan RB Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional
Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023,

Keputusan Menpan RB Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib
Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi
Kompetensi Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Untuk Jabatan Fungsional;

Surat Kepala  Badan Kepegawaian Negara Nomor  8871/B-
KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 tentang Perubahan
Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023.

KEBUTUHAN PPPK

Berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 800.1.1.3/ 296 tanggal 13
September 2023 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 sejumlah
294 (dua ratus sembilan puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut:
a. Tenaga Guru sejumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang;

b. Tenaga Teknis sejumlah 116 (seratus enam belas) orang.

Rincian Jabatan, Jenis Kebutuhan dan Unit Penempatan adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini.




III. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PELAMAR PPPK

A. KETENTUAN BAGI PELAMAR PPPK JABATAN FUNGSIONAL (JF) GURU
1. Jenis Penetapan Kebutuhan PPPK Guru di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 adalah Kebutuhan
Khusus.
2. Kriteria Pelamar pada Kebutuhan Khusus meliputi:
a. Pelamar Prioritas
Adalah Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi Tahun
2021 dan belum dinyatakan Lulus N
b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II)
Adalah Eks THK- II yang terdaftar dalam pangkalan database eks
THK-II pada Badan Kepegawaian Negara
¢. Guru Non ASN di Sekolah Negeri
Adalah Guru Non ASN di Sekolah Negeri yang terdaftar di Data
Pokok  Kependidikan  (Dapodik) Kementerian  Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling
rendah 3 (tiga) tahun
3. Pelamar pada Seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 wajib
memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana
atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada
Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kemeterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknlogi Nomor
2901/B/HK.04.01/ 2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualiflkasi
Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru
Tahun 2023;
4. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru tahun anggaran 2023
didahulukan secara berurutan bagi:
a. pelamar prioritas;
b. eks THK-II;
c. guru non ASN di sekolah negeri.
5. Seleksi PPPK JF guru terdiri dari:
a. seleksi administrasi; dan
b. seleksi kompetensi
6. Seleksi kompetensi meliputi:
a. seleksi kompetensi teknis;
b. seleksi kompetensi manajerial; dan
c. seleksi kompetensi sosial kultural.
7. Seleksi PPPK JF Guru dilakukan dengan mempertimbangkan integritas
dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara.
8. Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan dengan menggunakan
sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN.
9. Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas
menggunakan hasil seleksi PPPK JF Guru tahun 2021.




B. KETENTUAN BAGI PELAMAR PPPK JABATAN FUNGSIONAL (JF)
TEKNIS
1. Jenis Penetapan Kebutuhan PPPK Fungsional Teknis di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 meliputi
Kebutuhan Khusus dan Kebutuhan Umum.
2.  Yang dimaksud Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus adalah:
a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II)
Adalah Eks TKH-II yang terdaftar dalam pangkalan database Eks
THK-II BKN dan melamar pada instansi Pemerintah tempat bekerja
saat mendaftar.
b. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN)
Adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat

bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling
sedikit 2 tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah
yang dilamar.

3. Setiap Pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang
relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat
pendaftaran dengan ketentuan paling singkat 2 (dua) tahun pada
jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, ahli pertama.

4. Pengalaman dibuktikan dengan Surat Keterangan Bekerja yang
ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

5. Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan
Fungsional Teknis terdiri dari:

a. seleksi administrasi; dan
b. seleksi kompetensi.

6. Seleksi PPPK JF Teknis dilakukan dengan mempertimbangkan
integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara.

7. Peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika
berperingkat terbaik.

8. Pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi
peserta eks THK-II yang berperingkat terbaik.

9. Dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenubhi,
maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tepaga non ASN yang
berperingkat terbaik.

10. Peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika
memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik.

11. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi,
kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan
dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi
kebutuhan berbeda, dan berlaku ketentuan sesuai masing-masing
jenis kebutuhan.

12. Dalam hal masih terdapat kebutuhan umum yang belum terpenuhi
setelah angka 11 tersebut diberlakukan, maka kebutuhan tersebut
diisi oleh peserta pada kebutuhan khusus dengan memenuhi
ketentuan sebagaimana angka 10.




C. PERSYARATAN PELAMAR PPPK

1.

2.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama
untuk melamar menjadi PPPK untuk JF setelah memenuhi persyaratan.
Persyaratan Pelamar sebagai berikut: N

a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu)
tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk JF
Tenaga Teknis 57 tahun dan untuk JF Guru 59 tahun);

b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau
lebih;

c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
pegawai swasta; )

d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat
politik praktis;

e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian
tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk
jabatan yang mempersyaratkan;

g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang
dilamar;

h. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK,
prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

i. tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran
seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;

j. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang
dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;

k. memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang
dilamar.

. Daftar sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud huruf f

mengacu pada Keputusan Menpan RB Nomor 650 Tahun 2023 tentang
Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai
Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Dalam Pengadaan Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, adalah
sebagaimana Lampiran II Pengumuman ini.

. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK

dengan ketentuan:

a. pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan yang
diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya
sesuai dengan persyaratan jabatan;

b. pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas
wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan
penyandang disabilitas;



c. pernyataan sebagaimana huruf b, dibuktikan dengan:

1) melampirkan Surat Keterangan dari dokter rumah sakit/ pusat
kesehatan masyarakat milik pemerintah yang menerangkan
derajat/ tingkat kedisabilitasannya; dan

2) menyampaikan/ mengunggah video dengan durasi minimal 3
(taga) sampai dengan S (lima) menit yang menunjukkan kegiatan
sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan
yang akan dilamar.

d. Jabatan yang dapat diisi oleh penyandang disabilitas adalah:

1) Ahli Pertama - Penggerak Swadaya Masyarakat pada Kecamatan
Kutowinangun

2) Ahli Pertama — Penggerak Swadaya Masyarakat pada Kecamatan
Bonorowo

3) Ahli Pertama - Penyuluh Sosial dengan unit penempatan Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4) Terampil — Arsiparis pada Kecamatan Gombong

5) Terampil — Arsiparis pada Pejagoan

6) Terampil - Arsiparis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah.

IV.TATA CARA PENDAFTARAN
1. Pendaftaran dibuka mulai 17 September 2023 s.d 6 Oktober 2023 melalui
https://sscasn.bkn.go.id dan tidak ada pengiriman berkas fisik;
2. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jabatan.
3. Dokumen persyaratan pendaftaran wajib terlihat dan terbaca dengan jelas
dipindai (scan) dan diunggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id;
4. Dokumen sebagaimana angka 3 terdiri dari:

a.

b.

Pas foto terbaru dengan latar belakang merah format JPEG/JPG,
maksimal 200 KB;

Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan
rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

Surat pernyataan kebenaran data pendaftaran, dibubuhi meterai
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani;

Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Kebumen, diketik menggunakan
komputer, dibubuhi meterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan
ditandatangani,

[jazah asli dan transkrip nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan yang
dipersyaratkan;

Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat
Keputusan Penyetaraaan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal
Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat
Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan
Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;

Surat Keterangan Pengalaman Kerja;

. Contoh Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Surat

Lamaran sebagaimana dimaksud pada huruf d dan Surat Keterangan
Pengalaman Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat diunduh
pada laman https://kepegawaian.kebumenkab.go.id/




V. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI
Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal

VI.

VII.

16 September 2023 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN
Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

No | Kegiatan Jadwal

1. | Pengumuman Seleksi 19 s.d 03 Oktober 2023

2. | Pendaftaran Seleksi 20 September s.d-09 Oktober 2023

3. | Seleksi Administrasi 20 September s.d 12 Oktober 2023

4. | Pengumuman  Hasil Seleksi | 13 s.d 16 Oktober 2023
Administrasi

5. | Masa Sanggah 17 s.d 19 Oktober 2023

6. |Jawab Sanggah 17 s.d 21 Oktober 2023

7. | Pengumuman Pasca Sanggah 20 s.d 26 Oktober 2023

8. | Penarikan data final 27 s.d 29 Oktober 2023

9. | Penjadwalan Seleksi Kompetensi | 30 s.d 02 November 2023

10. | Pengumuman Daftar Peserta, | 03 s.d 06 November 2023
Waktu dan Tempat Seleksi
Kompetensi

11. | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi | 08 November s.d 02 Desember 2023

12. | Pengolahan Nilai Seleksi | 28 November s.d 07 Desember 2023
Kompetensi

13. | Pengumuman Kelulusan 04 s.d 13 Desember 2023

14. | Pengisian DRH NI PPPK 14 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024

15. | Usul Penetapan NI PPPK 13 Januari s.d 11 Februari 2024

MASA PERJANJIAN KERJA

Masa Perjanjian Kerja bagi PPPK Jabatan Fungsional di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan penilaian kinerja.

LAIN- LAIN

i

Informasi dan pengumuman resmi terkait Pengadaan PPPK di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 hanya melalui
laman https:// kepegawaian.kebumenkab.go.id/ atau
https://sscasn.bkn.go.id/;

. Panitia Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 tidak bertanggung jawab
terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan
kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam membaca
pengumuman maupun dalam mengakses informasi yang terdapat pada
laman website https:// kepegawaian.kebumenkab.go.id/ atau
https://sscasn.bkn.go.id/;

. Seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 tidak dipungut biaya.

. Terhadap pelamar yang tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan

apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur;




O. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan
dikemudian hari diketahui, baik pada tahapan pendaftaran, seleksi,
maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten
Kebumen akan menggugurkan kelulusan tersebut dan memberhentikan
tidak dengan hormat sebagai PPPK;

6. Dalam rangka memberikan informasi dan merespon pertanyaan serta
keluhan terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 discdiakan layanan
helpdesk sebagai berikut :

a. Instagram : @bkpsdm_kebumen

b. E-mail . kepegawaian(@kebumenkab.go.id;
c. Phone : (0287) 381144 pesawat 221

d. Helpdesk : helpdeskasn@kebumenkab.go.id

7. Keputusan Panitia Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, bersifat Mutlak
dan Tidak Dapat Diganggu Gugat.

Demikian untuk diketahui, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kebumen, 16 September 2023
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
Selaku Ketua Panitia Penerimaan Calon

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Peppesmadgh Kabupaten Kebumen




LAMPIRAN I
PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 810 / 4119 TAHUN 2023

TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023

A. RINCIAN JABATAN, JENIS KEBUTUHAN DAN UNIT PENEMPATAN PPPK JF GURU
1) PELAMAR PRIORITAS

NO JABATAN AL UNIT PENEMPATAN
PPPK
1 2 3 4
1 |AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM 16 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
2 |AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA 13 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
3 |AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS 17 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
4  |AHLI PERTAMA - GURU IPA 13 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
5  |AHLI PERTAMA - GURU IPS 1 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
6 |AHLI PERTAMA - GURU KELAS 75 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
7  |AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA 19 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
8  |AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES 1 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
9  |AHLI PERTAMA - GURU PPKN 2 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
10 ﬁ%ﬁﬁgﬁ;ﬁmu PRAasa by 15 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
11 |AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA 3 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
JUMLAH 175
2) PELAMAR GURU NON ASN DI SEKOLAH NEGERI
NO JABATAN ANGIENE UNIT PENEMPATAN
PPPK
1 2 3 2
1 |AHLI PERTAMA - GURU KELAS 3 DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN




B. RINCIAN JABATAN, JENIS KEBUTUHAN DAN UNIT PENEMPATAN PPPK JF TEKNIS

NO

JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

ALOKASI FORMASI

UNIT PENEMPATAN

KHUSUS [ UMUM
1 2 3 4 5 6
1 |AHLI PERTAMA - S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK 1 BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS
ADMINISTRATOR DATABASE INFORMATIKA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
KEPENDUDUKAN ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
2 [AHLI PERTAMA - ADYATAMA S-1 ILMU EKONOMI / S-1 PARIWISATA / D-1V PARIWISATA / 1 BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS PARIWISATA
KEPARIWISATAAN DAN D-IV PERHOTELAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU DAN KEBUDAYAAN, KEPALA BIDANG
EKONOMI KREATIF KOMUNIKASI PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF, ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN
EKONOMI KREATIF
3 |AHLI PERTAMA - ANALIS S-1 AKUAKULTUR / D-IV TEKNOLOGI AKUAKULTUR / S-1 1 BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS LINGKUNGAN
AKUAKULTUR BUDIDAYA PERIKANAN / S-1 BIOLOGI / S-1 KIMIA / D-IV HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEPALA
BIOLOGI / D-IV ANALIS KIMIA / S-1 SOSIAL EKONOMI BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA, ANALIS
PERIKANAN AKUAKULTUR
4 |AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM |S-1 ILMU HUKUM / D-IV ILMU HUKUM 2 BUPATI KEBUMEN, SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT, KEPALA BAGIAN HUKUM, ANALIS
HUKUM
5 |AHLI PERTAMA - ANALIS S-1 ARSITEKTUR / D-IV ARSITEKTUR / D-IV TEKNIK SIPIL / S 1 BUPATI KEBUMEN, SEKRETARIS DAERAH,
KEBIJAKAN 1 TEKNIK SIPIL ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,
ANALIS KEBIJAKAN
6 |AHLI PERTAMA - ANALIS S-1 HUKUM / S-1 PENDIDIKAN / S-1 PERPUSTAKAAN 1 BUPATI KEBUMEN, KEPALA BADAN
KEBIJAKAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH, KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ANALIS
KEBIJAKAN
7 |AHLI PERTAMA - ANALIS S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PENDIDIKAN 1 BUPATI KEBUMEN, SEKRETARIS DAERAH,
KEBIJAKAN ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT, ANALIS KEBIJAKAN
8 |AHLI PERTAMA - ANALIS S-1 MANAJEMEN / S-1 PENDIDIKAN / S-1 ILMU 1 BUPATI KEBUMEN, SEKRETARIS DAERAH,
KEBIJAKAN ADMINISTRASI / S-1 PERPUSTAKAAN ASISTEN ADMINISTRASI, KEPALA BAGIAN
ORGANISASI, ANALIS KEBIJAKAN
9 [AHLI PERTAMA - ANALIS S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 1 BUPATI KEBUMEN, SEKRETARIS DAERAH,

KEBIJAKAN

PENDIDIKAN / S-1 PEMERINTAHAN / D-1V POLITIK
PEMERINTAHAN

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT, KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN,
ANALIS KEBIJAKAN




2

3

6

10

AHLI PERTAMA - ANALIS
SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR

S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 INFORMATIKA

=l

BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN, ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR

11

AHLI PERTAMA - ANALIS
SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR

S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1
ADMINITRASI PUBLIK / S-1 INFORMATIKA

BUPATI KEBUMEN, SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN ADMINISTRASI, KEPALA BAGIAN
ORGANISASI, ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR

12

AHLI PERTAMA - ARSIPARIS

S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 ARSIPARIS / D-IV ARSIPARIS / S-1
PERKANTORAN / D-IV PERKANTORAN

BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, ARSIPARIS

13

AHLI PERTAMA - PENATA
PENANGGULANGAN BENCANA

S-1 ILMU ADMINISTRASI / D-IV ILMU ADMINISTRASI / S-1
TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 MANAJEMEN / D-1V
MANAJEMEN

BUPATI KEBUMEN, KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEPALA
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN,
PENATA PENANGGULANGAN BENCANA

14

AHLI PERTAMA - PENATA RUANG

S-1 PLANOLOGI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 GEOGRAFI / S-1
TEKNIK GEOLOGI

BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG, PENATA RUANG

15

AHLI PERTAMA - PENGANTAR
KERJA

S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1
ILMU POLITIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1
ADMINISTRASI NEGARA

BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS TENAGA
KERJA, PENGANTAR KERJA

16

AHLI PERTAMA - PENGAWAS
KOPERASI

S-1 MANAJEMEN / D-IV MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / D-IV
EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / D-IV AKUNTANSI / S-1 HUKUM
/ D-IV HUKUM

BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH, PENGAWAS
KOPERASI

17

AHLI PERTAMA - PENGAWAS
MUTU HASIL PERTANIAN

D-1V PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN / S-1
BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 AGROBISNIS

BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN, PENGAWAS MUTU HASIL
PERTANIAN

18

AHLI PERTAMA - PENGELOLA
PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

D-1V PERIKANAN / D-1V AKUAKULTUR / S-1 MANAJEMEN
SUMBER DAYA PERIKANAN

BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEPALA
BIDANG PERIKANAN TANGKAP, PENGELOLA
PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

19

AHLI PERTAMA - PENGENDALI
DAMPAK LINGKUNGAN

S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN

BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN, PENGENDALI DAMPAK
LINGKUNGAN
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20 |AHLI PERTAMA - PENGGERAK  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 EKONOMI / S-1 BUPATI KEBUMEN, CAMAT ADIMULYO, KEPALA
SWADAYA MASYARAKAT MANAJEMEN EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
/ S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 BAHASA DAN
SASTRA DAERAH
21 [AHLI PERTAMA - PENGGERAK  [S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S| BUPATI KEBUMEN, CAMAT KLIRONG, KEPALA
SWADAYA MASYARAKAT 1 ILMU EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 BAHASA DAN SASTRA
DAERAH
22 |AHLI PERTAMA - PENGGERAK  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S] BUPATI KEBUMEN, CAMAT ROWOKELE, KEPALA
SWADAYA MASYARAKAT 1 ILMU EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S- SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 BAHASA DAN SASTRA
DAERAH
23 |AHLI PERTAMA - PENGGERAK  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S] BUPATI KEBUMEN, CAMAT KUTOWINANGUN,
SWADAYA MASYARAKAT 1 ILMU EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S- KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 BAHASA DAN SASTRA
DAERAH
24 |AHLI PERTAMA - PENGGERAK  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S/ BUPATI KEBUMEN, CAMAT KARANGGAYAM,
SWADAYA MASYARAKAT 1 ILMU EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 BAHASA DAN SASTRA
DAERAH
25 [AHLI PERTAMA - PENGGERAK  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 EKONOMI / S-1 BUPATI KEBUMEN, CAMAT PURING, KEPALA
SWADAYA MASYARAKAT MANAJEMEN EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
INDONESIA / S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS
26 |AHLI PERTAMA - PENGGERAK  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S| BUPATI KEBUMEN, CAMAT KEBUMEN, KEPALA
SWADAYA MASYARAKAT 1 ILMU EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 BAHASA DAN SASTRA
DAERAH
27 |AHLI PERTAMA - PENGGERAK  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S1 BUPATI KEBUMEN, CAMAT ALIAN, KEPALA SEKSI
SWADAYA MASYARAKAT 1 EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 BAHASA DAN
SASTRA DAERAH
28 [AHLI PERTAMA - PENGGERAK  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S| BUPATI KEBUMEN, CAMAT AMBAL, KEPALA
SWADAYA MASYARAKAT 1 EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 BAHASA DAN
SASTRA DAERAH
29 |AHLI PERTAMA - PENGGERAK  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S| BUPATI KEBUMEN, CAMAT BUAYAN, KEPALA
SWADAYA MASYARAKAT 1 EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 BAHASA DAN SASTRA
DAERAH
30 [AHLI PERTAMA - PENGGERAK  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 EKONOMI / S-1 BUPATI KEBUMEN, CAMAT BULUSPESANTREN,

SWADAYA MASYARAKAT

MANAJEMEN EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS
/ S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 BAHASA DAN

SASTRA DAERAH

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
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31 |AHLI PERTAMA - PENGGERAK  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 1 BUPATI KEBUMEN, CAMAT PADURESO, KEPALA
SWADAYA MASYARAKAT MANAJEMEN EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
INDONESIA / S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1
BAHASA DAN SASTRA DAERAH
32 |AHLI PERTAMA - PENGGERAK  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S] BUPATI KEBUMEN, CAMAT KARANGANYAR,
SWADAYA MASYARAKAT 1 ILMU EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 BAHASA DAN SASTRA
DAERAH
33 |AHLI PERTAMA - PENGGERAK  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S. 1 BUPATI KEBUMEN, CAMAT SADANG, KEPALA
SWADAYA MASYARAKAT 1 ILMU EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S- SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 BAHASA DAN SASTRA
DAERAH
34 |AHLI PERTAMA - PENGGERAK  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S| BUPATI KEBUMEN, CAMAT PETANAHAN, KEPALA
SWADAYA MASYARAKAT 1 ILMU EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S| SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 BAHASA DAN SASTRA
DAERAH
35 |AHLI PERTAMA - PENGGERAK  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S. BUPATI KEBUMEN, CAMAT SEMPOR, KEPALA
SWADAYA MASYARAKAT 1 ILMU EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / SH SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 BAHASA DAN SASTRA
DAERAH
36 |AHLI PERTAMA - PENGGERAK  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S] BUPATI KEBUMEN, CAMAT SRUWENG, KEPALA
SWADAYA MASYARAKAT 1 ILMU EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 BAHASA DAN SASTRA
DAERAH
37 |AHLI PERTAMA - PENGGERAK  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S. BUPATI KEBUMEN, CAMAT PREMBUN, KEPALA
SWADAYA MASYARAKAT 1 ILMU EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S/ SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 BAHASA DAN SASTRA
DAERAH
38 [AHLI PERTAMA - PENGGERAK  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 BUPATI KEBUMEN, CAMAT KARANGSAMBUNG,
SWADAYA MASYARAKAT MANAJEMEN EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
INDONESIA / S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1
BAHASA DAN SASTRA DAERAH
39 [AHLI PERTAMA - PENGGERAK  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S| BUPATI KEBUMEN, CAMAT KUWARASAN, KEPALA
SWADAYA MASYARAKAT 1 ILMU EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S- SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 BAHASA DAN SASTRA
DAERAH
40 |AHLI PERTAMA - PENGGERAK  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S1 1 BUPATI KEBUMEN, CAMAT PONCOWARNO,

SWADAYA MASYARAKAT

1 ILMU EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S+
1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 BAHASA DAN SASTRA
DAERAH

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

41

AHLI PERTAMA - PENGGERAK
SWADAYA MASYARAKAT

S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S
1 EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 BAHASA DAN SASTRA

DAERAH

BUPATI KEBUMEN, CAMAT AYAH, KEPALA SEKSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
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42

AHLI PERTAMA - PENGGERAK
SWADAYA MASYARAKAT

S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S
1 ILMU EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S
1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 BAHASA DAN SASTRA
DAERAH

BUPATI KEBUMEN, CAMAT PEJAGOAN, KEPALA
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

43 |AHLI PERTAMA - PENGGERAK S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S- BUPATI KEBUMEN, CAMAT BONOROWO, KEPALA
SWADAYA MASYARAKAT 1 EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 BAHASA DAN SASTRA
DAERAH
44 |AHLI PERTAMA - PENGGERAK S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 BUPATI KEBUMEN, CAMAT MIRIT, KEPALA SEKSI
SWADAYA MASYARAKAT MANAJEMEN EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
INDONESIA / S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1
BAHASA DAN SASTRA DAERAH
45 |AHLI PERTAMA - PENGGERAK S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 EKONOMI / S-1 BUPATI KEBUMEN, CAMAT GOMBONG, KEPALA
SWADAYA MASYARAKAT MANAJEMEN EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
/ S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 BAHASA DAN
SASTRA DAERAH
46 [(AHLI PERTAMA - PENGGERAK S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 EKONOMI / S-1 BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS
SWADAYA MASYARAKAT MANAJEMEN EKONOMI / S-1 BAHASA DAN SASTRA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
INDONESIA / S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
BAHASA DAN SASTRA DAERAH
47 |AHLI PERTAMA - PENYULUH S-1 PENYULUH PERTANIAN / S-1 AGROBISNIS / D-1V BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS PERTANIAN
PERTANIAN TEKNOLOGI PERTANIAN / D-1IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN DAN PANGAN, PENYULUH PERTANIAN
48 |AHLI PERTAMA - PENYULUH S-1 PEKERJAAN SOSIAL / D-1V PEKERJAAN SOSIAL / S-1 BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS SOSIAL,
SOSIAL KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
49 |AHLI PERTAMA - PERENCANA S-1 MANAJAMEN / S-1 ADMINITRASI NEGARA / S-1 BUPATI KEBUMEN, INSPEKTUR, SEKRETARIS
ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 INSPEKTORAT, PERENCANA
INFORMATIKA
50 |AHLI PERTAMA - PERENCANA S-1 KEUANGAN / S-1 AKUTANSI / S-1 EKONOMI BUPATI KEBUMEN, KEPALA BADAN
PEMBANGUNAN / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH, SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH,
PERENCANA
51 |AHLI PERTAMA - PERENCANA S-1 PENDIDIKAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI / S- BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS KESEHATAN,
1 ILMU SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, SEKRETARIS DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PERENCANA
52 |AHLI PERTAMA - PERISALAH S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK/NEGARA / S-1 EKONOMI BUPATI KEBUMEN, SEKRETARIS DEWAN

LEGISLATIF

PEMBANGUNAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PERISALAH
LEGISLATIF
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53 |AHLI PERTAMA - PRANATA S-1 TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN BROADCASTING / D-IV BUPATI KEBUMEN, SEKRETARIS DAERAH,
HUBUNGAN MASYARAKAT BROADCASTING / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
KOMUNIKASI PUBLIK / S-1 PENYIARAN / D-IV PENYIARAN / RAKYAT, KEPALA BAGIAN HUBUNGAN
S-1 ILMU KOMUNIKASI MASYARAKAT, PRANATA HUBUNGAN
MASYARAKAT
54 |AHLI PERTAMA - PRANATA D-1V MANAJEMEN INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS KOMUNIKASI
KOMPUTER S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV REKAYASA PIRANTI DAN INFORMATIKA, PRANATA KOMPUTER
LUNAK
55 [AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN |S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS KEARSIPAN
INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN, KEPALA BIDANG
PERPUSTAKAAN, PUSTAKAWAN
56 |AHLI PERTAMA - STATISTISI S-1 STATISTIK / S-1 STATISTIKA / D-IV STATISTIKA / S-1 BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS KOMUNIKASI
STATISTIKA DAN SAINS DATA DAN INFORMATIKA, STATISTISI
57 |PEMULA - PEMADAM SMA/SEDERAJAT BUPATI KEBUMEN, KEPALA SATUAN POLISI
KEBAKARAN PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
58 |TERAMPIL - ARSIPARIS D-II1 ARSIPARIS / D-1I1 SEKRETARIS / D-1ll PERPUSTAKAAN / BUPATI KEBUMEN, CAMAT AYAH, SEKRETARIS
D-111 INFORMATIKA / D-1Il EKONOMI / D-IIl PERKANTORAN CAMAT AYAH, KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
59 |TERAMPIL - ARSIPARIS D-1II ARSIPARIS / D-1I1 SEKRETARIS / D-Ill PERKANTORAN / BUPATI KEBUMEN, CAMAT SADANG,
D-11l EKONOMI / D-1Il PERPUSTAKAAN / D-III INFORMATIKA SEKRETARIS CAMAT SADANG, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
60 |TERAMPIL - ARSIPARIS D-111 ARSIPARIS / D-1Il SEKRETARIS / D-1Il PERKANTORAN / BUPATI KEBUMEN, CAMAT MIRIT, SEKRETARIS
D-111 EKONOMI / D-1II PERPUSTAKAAN / D-III INFORMATIKA CAMAT MIRIT, KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN
_ KEPEGAWAIAN
61 |TERAMPIL - ARSIPARIS D-111 ARSIPARIS / D-1Il SEKRETARIS / D-11l PERKANTORAN / BUPATI KEBUMEN, CAMAT KARANGGAYAM,
D-111 EKONOMI / D-1I1 PERPUSTAKAAN / D-III INFORMATIKA SEKRETARIS CAMAT KARANGGAYAM, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
62 |TERAMPIL - ARSIPARIS D-1II ARSIPARIS / D-Ill PERKANTORAN / D-IIl SEKRETARIS / BUPATI KEBUMEN, CAMAT GOMBONG,
D-1II INFORMATIKA / D-1Il PERPUSTAKAAN SEKRETARIS CAMAT GOMBONG, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
63 |TERAMPIL - ARSIPARIS D-1II ARSIPARIS / D-1Il SEKRETARIS / D-11l PERKANTORAN / BUPATI KEBUMEN, CAMAT PETANAHAN,
D-11l EKONOMI / D-1Il PERPUSTAKAAN / D-IIl INFORMATIKA SEKRETARIS CAMAT PETANAHAN, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
64 |TERAMPIL - ARSIPARIS D-1II SEKRETARIS / D-1Il PERKANTORAN / D-III BUPATI KEBUMEN, CAMAT SRUWENG,
INFORMATIKA / D-1II ARSIPARIS / D-1Il PERPUSTAKAAN SEKRETARIS CAMAT SRUWENG, KEPALA
: SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
65 |TERAMPIL - ARSIPARIS D-111 ARSIPARIS / D-1I1 SEKRETARIS / D-1Il INFORMATIKA / D] BUPATI KEBUMEN, CAMAT AMBAL, SEKRETARIS
11l PERPUSTAKAAN / D-1II EKONOMI / D-1I1 PERKANTORAN CAMAT AMBAL, KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
66 |TERAMPIL - ARSIPARIS D-111 ARSIPARIS / D-III SEKRETARIS / D-1ll PERKANTORAN / BUPATI KEBUMEN, CAMAT KARANGANYAR,

D-III PERPUSTAKAAN / D-III EKONOMI / D-III INFORMATIKA

SEKRETARIS CAMAT KARANGANYAR, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
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67

TERAMPIL - ARSIPARIS

D-1IT1 ARSIPARIS / D-1I1 SEKRETARIS / D-1II PERKANTORAN /
D-1I1 EKONOMI / D-II1 PERPUSTAKAAN / D-III INFORMATIKA

BUPATI KEBUMEN, CAMAT ROWOKELE,
SEKRETARIS CAMAT ROWOKELE, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

68

TERAMPIL - ARSIPARIS

D-1II ARSIPARIS / D-1I1 SEKRETARIS / D-1I1 PERKANTORAN /
D-IIT PERPUSTAKAAN / D-III EKONOMI / D-III INFORMATIKA

BUPATI KEBUMEN, CAMAT BONOROWO,
SEKRETARIS CAMAT BONOROWO, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

69

TERAMPIL - ARSIPARIS

D-III ARSIPARIS / D-111 SEKRETARIS / D-1Il PERKANTORAN /
D-1II EKONOMI / D-111 PERPUSTAKAAN / D-III INFORMATIKA

BUPATI KEBUMEN, CAMAT SEMPOR,
SEKRETARIS KECAMATAN, KEPALA SUBBAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

70

TERAMPIL - ARSIPARIS

D-III ARSIPARIS / D-1II SEKRETARIS / D-1I1 PERKANTORAN /
D-IIT EKONOMI / D-1I1 PERPUSTAKAAN / D-III INFORMATIKA

BUPATI KEBUMEN, CAMAT PADURESO,
SEKRETARIS CAMAT PADURESO, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1

TERAMPIL - ARSIPARIS

D-1IT ARSIPARIS / D-1II SEKRETARIS / D-I1Il PERKANTORAN /
D-1I1 PERPUSTAKAAN / D-III EKONOMI / D-III INFORMATIKA

BUPATI KEBUMEN, CAMAT BULUSPESANTREN,
SEKRETARIS CAMAT BULUSPESANTREN, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

72

TERAMPIL - ARSIPARIS

D-1I1 ARSIPARIS / D-III SEKRETARIS / D-1II PERKANTORAN /
D-1I1 EKONOMI / D-1II PERPUSTAKAAN / D-III INFORMATIKA

BUPATI KEBUMEN, CAMAT BUAYAN,
SEKRETARIS CAMAT BUAYAN, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

73

TERAMPIL - ARSIPARIS

D-1II ARSIPARIS / D-III SEKRETARIS / D-1II PERKANTORAN /
D-1IT EKONOMI / D-1II PERPUSTAKAAN / D-1II INFORMATIKA

BUPATI KEBUMEN, CAMAT KARANGSAMBUNG,
SEKRETARIS CAMAT KARANGSAMBUNG, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

74

TERAMPIL - ARSIPARIS

D-IIT ARSIPARIS / D-1I1 ADMINISTRASI / D-1I1 PERKANTORAN
/ D-IIl INFORMATIKA / D-III SEKRETARIS

BUPATI KEBUMEN, CAMAT PONCOWARNO,
SEKRETARIS CAMAT PONCOWARNO, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

75

TERAMPIL - ARSIPARIS

D-IIT ARSIPARIS / D-III SEKRETARIS / D-1Il PERKANTORAN /
D-1IT EKONOMI / D-III PERPUSTAKAAN / D-1II INFORMATIKA

BUPATI KEBUMEN, CAMAT KUWARASAN,
SEKRETARIS CAMAT KUWARASAN, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

76

TERAMPIL - ARSIPARIS

D-IIT ARSIPARIS / D-1I1 SEKRETARIS / D-1I1 INFORMATIKA / D
IIT PERPUSTAKAAN / D-1I1 EKONOMI

BUPATI KEBUMEN, CAMAT ALIAN, SEKRETARIS
CAMAT ALIAN, KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

77

TERAMPIL - ARSIPARIS

D-III ARSIPARIS / D-1I1 SEKRETARIS / D-1II PERKANTORAN /
D-11I EKONOMI / D-III PERPUSTAKAAN / D-III INFORMATIKA

BUPATI KEBUMEN, CAMAT KLIRONG,
SEKRETARIS CAMAT KLIRONG, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

78

TERAMPIL - ARSIPARIS

D-1II ARSIPARIS / D-1I1 INFORMATIKA / D-1II PERPUSTAKAAN
/ D-III SEKRETARIS / D-III PERKANTORAN / D-III EKONOMI

BUPATI KEBUMEN, CAMAT ADIMULYO,
SEKRETARIS CAMAT ADIMULYO, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

79

TERAMPIL - ARSIPARIS

D-1II ARSIPARIS / D-1I1 SEKRETARIS / D-1l1 PERKANTORAN /
D-III EKONOMI / D-1II PERPUSTAKAAN / D-III INFORMATIKA

BUPATI KEBUMEN, CAMAT PURING, SEKRETARIS
CAMAT PURING, KEPALA SUBBAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

80

TERAMPIL - ARSIPARIS

D-II1 ARSIPARIS / D-111 SEKRETARIS / D-I1II PERKANTORAN /
D-III EKONOMI / D-III PERPUSTAKAAN / D-1II INFORMATIKA

BUPATI KEBUMEN, CAMAT PREMBUN,
SEKRETARIS CAMAT PREMBUN, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN




2

3

6

81 |TERAMPIL - ARSIPARIS D-III ARSIPARIS / D-1II SEKRETARIS / D-1II PERKANTORAN / BUPATI KEBUMEN, CAMAT KUTOWINANGUN,
D-III EKONOMI / D-II1 PERPUSTAKAAN / D-III INFORMATIKA SEKRETARIS CAMAT KUTOWINANGUN, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
82 |TERAMPIL - ARSIPARIS D-III ARSIPARIS / D-IITI SEKRETARIS / D-1II PERKANTORAN / BUPATI KEBUMEN, CAMAT PEJAGOAN,
D-III EKONOMI / D-1I1 PERPUSTAKAAN / D-III INFORMATIKA SEKRETARIS CAMAT PEJAGOAN, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
83 |TERAMPIL - ARSIPARIS D-III ARSIPARIS / D-11I PERKANTORAN / D-I1I ADMINISTRASI BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS PARIWISATA
/ D-IIl SEKRETARIS / D-III INFORMATIKA DAN KEBUDAYAAN, SEKRETARIS DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
84 |TERAMPIL - ARSIPARIS D-1II ARSIPARIS / D-III SEKRETARIS / D-1II PERKANTORAN / BUPATI KEBUMEN, KEPALA BADAN KESATUAN
D-1II EKONOMI / D-1II INFORMATIKA / D-1II PERPUSTAKAAN BANGSA DAN POLITIK, SEKRETARIS BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
85 [TERAMPIL - ARSIPARIS D-1I1 ARSIPARIS / D-III SEKRETARIS / D-II1 PERKANTORAN / BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS TENAGA
D-1II MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III KERJA, SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA,
INFORMATIKA KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
86 |TERAMPIL - ARSIPARIS D-1IT PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI / D-11I BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS SOSIAL,
INFORMATIKA / D-1I1 SEKRETARIS / D-III ARSIPARIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, SEKRETARIS KEPALA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPALA SUBBAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
87 |TERAMPIL - ARSIPARIS D-1IT1 ARSIPARIS / D-1I1 SEKRETARIS / D-1II PERKANTORAN / BUPATI KEBUMEN, CAMAT KEBUMEN,
D-1II EKONOMI / D-III PERPUSTAKAAN / D-II1 INFORMATIKA SEKRETARIS CAMAT KEBUMEN, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
88 |TERAMPIL - ARSIPARIS D-III ARSIPARIS / D-111 SEKRETARIS / D-1Il PERKANTORAN / BUPATI KEBUMEN, KEPALA BADAN
D-1II EKONOMI / D-II1 PERPUSTAKAAN / D-III INFORMATIKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH, SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH, KEPALA
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN,
ARSIPARIS
89 |TERAMPIL - ARSIPARIS D-1IT INFORMATIKA / D-1I1 KOMPUTER / D-1II1 ARSIPARIS / D- BUPATI KEBUMEN, SEKRETARIS DAERAH,

[II PERKANTORAN / D-III SEKRETARIS / D-I1IIl MANAJEMEN

ASISTEN ADMINISTRASI, KEPALA BAGIAN UMUM,
ARSIPARIS




1 2 3 4 5 6
90 |TERAMPIL - ARSIPARIS D-III INFORMATIKA DAN KOMPUTER / D-1II ARSIPARIS / D-III 1 BUPATI KEBUMEN, KEPALA BADAN
SEKRETARIS / D-1II PERKANTORAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA, SEKRETARIS BKPSDM,
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN,
ARSIPARIS
91 |TERAMPIL - OPERATOR SISTEM ([D-1II SISTEM INFORMASI / D-11I TEKNIK KOMPUTER / D-11I 1 1 BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS
INFORMASI ADMINISTRASI TEKNOLOGI KOMPUTER KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
KEPENDUDUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
92 |TERAMPIL - PENERA D-III TEKNIK METROLOGI DAN INSTRUMENTASI / D-III 1 BUPATI KEBUMEN, KEPALA DINAS DINAS
TEKNIK FISIKA / D-1II MATEMATIKA / D-III FISIKA PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH, PENERA
93 |TERAMPIL - PRANATA D-1II TEKNOLOGI KOMPUTER / D-11I TEKNIK KOMPUTER / D- 1 1 BUPATI KEBUMEN, KEPALA BADAN
KOMPUTER [IT SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
MANAJEMEN INFORMATIKA / D-1II TEKNIK INFORMATIKA PENGEMBANGAN DAERAH, PRANATA KOMPUTER
JUMLAH 92 24

Kebumen, 16 September 2023

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
Selaku Ketua Panitia Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara




LAMPIRAN II

NOMOR 810/4119 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023

PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SEBAGAI PENAMBAH NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DALAM

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Pertama

Sertifikasi Kompetensi Pekerja Sosial; atau

Sertifikasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Pendamping PKH,;

Pendamping Rehabilitasi Sosial;

Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM);

Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas); atau

Taruna Siaga bencana (Tagana) yang diterbitkan oleh Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP)/Lembaga Sertifikasi profesi Penyuluh
Sosial (LSPS)/ Instansi Pembina yang masih berlaku.

B0 1. OV O % Lh =

Persyaratan
No | Jabatan Fungsional Wajib Nama/Jenis Sertifikat Tambahan (Tambahan Nilai) Bobot Keterangan
Tambahan
1 | Pemadam Kebakaran |1. Surat Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam 25% Sertifikat yang telah
Keterangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat mendapatkan
Sehat Kemendagri registrasi oleh
. Surat Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam 12,5% | Direktorat Jenderal
Keterangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh minimal Bina Administrasi
Bukan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabuoaten/Kota kewilayahan
Penyandang | Jenis sertifikat lain di bidang penanggulangan kebakaran dan 5% Kementerian Dalam
Disabilitas penyelamatan yang ditandatangani oleh kepala lembaga Negeri
penyelenggara pendidikan dan pelatihan
2 | Pengelola Produksi ANKAPIN/ATKAPIN yang diterbitkan oleh Kementerian 25%
Perikanan Tangkap Perhubungan
Ahli Pertama Sertifikat bidang perikanan yang diterbitkan oleh Lembaga 15%
Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan atau BNSP dengan
masa berlaku 3 tahun
3 | Penyuluh Sosial Ahli Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Sosial; 25%




Persyaratan

Keahlian

(LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian.

No | Jabatan Fungsional Wajib Nama/Jenis Sertifikat Tambahan (Tambahan Nilai) Bobot Keterangan
Tambahan
4 | Penera Jenjang Sertifikasi Pelatihan Dasar Kemetrologian yang dikeluarkan oleh 20%
Ketrampilan AKademi Metrologi dan Instrumentasi
Sertifikasi Pelatihan Awareness ISO 9001-2015 Sistem Manajemen | 5%
Mutu yang diterbitkan oleh Lembaga yang Tersertifikasi KAN yang
masih berlaku
5 | Analis Kebijakan Ahli Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan level 6 yang diterbitkan 25%
Pertama oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi
dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi
6 | Penyulus Pertanian Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi | 25%

Kebumen, 16 September 2023

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
Selaku Ketua Panitia Penerimaan Calon

Aparatur Sipil Negara ,-




